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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka
di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(QS. An-Nisa’ [4] : 29)}

L https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4 diakses 10 Oktober 2022.
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PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai
dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman
Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kata Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan | dilambangkan
o Ba B Be
& Ta T Te
& Sa $ es (dengan
titik di atas)
z Jim J Je
z Ha ha (dengan
titik di
bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan
titik di atas)
B Ra R Er
B) Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ya
Ul Sad $ es (dengan
titik di

bawah)
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Ua Dad d de (dengan
titik di
bawah)

L Ta t te (dengan
titik di
bawah)

L Za z zet (dengan
titik di
bawah)

& ‘ain . koma terbalik
diatas

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

a Qaf Q Ki

& Kaf K Ka

J Lam L El
- Mim M Em
O Nun N En
K Wau W We
> Ha H Ha
e Hamzah . Apostrof
< Ya Y Ya
. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia

terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai
berikut:
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Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin

Z Fathah A A

- Kasrah I I

2 Dhammah U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
X8 fathah Al adani
dan ya
s fathah Au adanu
dan wau

Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya
berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa

huruf dan tanda, yaitu:




Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin

s Fathah dan A adan

alif atau ya garis

diatas

- Kasrah dan I i dan garis

Ya diatas

) Dhammah U u dan

dan wau garis

diatas




ABSTRAK
Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada
prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah
adalah KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo. Produk
yang dikeluarkan oleh koperasi syariah ini adalah pembiayaan dan
pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya berbasis bagi
hasil, melainkan ada yang berbasis jual beli. Salah satu pembiayaan
dengan akad jual beli disalurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah.
Pembiayaan murabahah banyak diminati oleh para anggota atau nasabah.
Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana
penerapan akad murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama
Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui apakah penerapan akad
murabahah sudah sesuai dengan syariah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode
wawancara dengan manager, nasabah dan dokumentasi dari KSPPS
Berkah Manfaat Utama, sedangkan untuk data sekunder peneliti
menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan
dengan teori akad murabahah. Setelah data penelitian terkumpul
selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metodek deskriptif
kualitatif.Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad
murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo
belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi
syarat dan rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan
ketentuan syar’iah. Karena pada KSPPS Berkah Manfaat Utama yang
bertindak sebagai penjual ternyata tidak menunjukan barang sebagai
objek jual beli murabahah. Maka transaksinya tidak sah. Karena salah
satu rukun murabahah dalam penyediaan barang tidak ada. Selain itu dari
segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, karena yang membeli
barang adalah pihak nasabah sendiri dan pihak koperasi hanya sebagai
pemberi pinjaman modal atau uang.
Kata kunci: Hukum Islam, Murabahah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di Era moderen saat ini, dengan berkembangnya
masyarakat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keagamaan, perekonomian dunia dan Indonesia semakin
berkembang.  Seiring  dengan  berkembangnya
masyarakat islam mengembangkan prinsip syari’ah
sebagai acuan dalam melaksanakan perekonomian.
Kegiatan perekonomian masyarakat tidak melepas
adanya peran lembaga keuangan, dapat berupa pinjaman,
penyaluran, dan penghimpunan dana dari masyarakat.
Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam
perekonomian masyarakat, baik itu dalam lembaga
keuangan Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank,
sama pentingnya dalam aktivitas perekonomian
masyarakat.

Salah satu sarana yang mempunyai peranan
strategis dalam perekonomian adalah koperasi.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.?

Koperasi Simpan Pinjam merupakan nama yang
sangat terkenal namun berbeda dengan Koperasi Jasa

!Thamrin Abdullah, “Bank dan Lembaga Keuangan,” Jurnal masalah-
masalah hukum. Jilid 43, No. 1 Januari 2014, 88.
2Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (pasal 1
ayat 1)
1



Keuangan Syari’ah (KJKS) atau yang sekarang di sebut
dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiyaan
Syari’ah (KSPPS). KJKS atau KSPPS atau BMT
mempunyai dimensi yang berbeda dengan koperasi
simpan pinjam konvensional. Nama tersebut muncul
sejak diperkenalkannya konsep ekonomi syari’ah. Nama
BMT sendiri mulai muncul sejak tahun 1994 yang
berperan besar dalam menggerakkan perekonomian
mikro masyarakat Indonesia.?

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syari’ah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga
usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek
produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas
kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.*

Secara harfiah/lughawi, Baitul Maal berarti
rumah dana, dan Baitul tamwil berarti rumah usaha.
Baitul Maal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan
penyaluran dana untuk kepentingan sosial, sedangakan
Baitul tamwil merupakan lembaga bisnis produktif untuk
mendapatkan keuntungan. Jadi Baitul Maal wa Tamwil
adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus
bisnis untuk mendapatkan keutungan.®

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga
keuangan syari’ah yang bergerak dikalangan masyarakat
dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif

3Muhamad, Lembaga Perekonomian Islam Prespekti Hukum, Teori dan

Aplikasi (Yogyakarta, 2017).

4Hadin Nuryadin, BMT Dan Bank Islam (Bandung: Anggota IKAPI,

2004), 29.

5Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Prespektif

Kewenangan Keadilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012),353.
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dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi
bagi pengusaha kecil yang bedasarkan prinsip-prinsip
syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-
pembiayaan.®

Dalam melakukan proses akad pembiayaan
kepada nasabah, pihak BMT dan nasabah membuat
kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjan
ataupu kesepakatan anatara kedua belah pihak.
Kesepakatan tersebut terjadi dalam akad pembiayaan
seperti akad musyarakah, mudharabah, ataupun
murabahah. Murabahah adalah jual beli dimana
besarnya keuntungan secara terbuka dapat diktahui oleh
penjual dan pembeli. Akad murabahah jual beli barang
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam
murabahah penjual menyebutkan harga pembelian
barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan
atas laba dalam jumlah tertentu. Secara sederhana, jual
beli murabahah suatu penjualan barang seharga barang
tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan
yang disepakati.” Pelaksanaan akad murabahah sepeti
seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali
dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan
tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupaiah
tertentu atau dalam presentase dari harga pembeliannya,
misalnya 10% atau 20%.8 Jadi singkatnya, murabahah
adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga

6Makhaul Ilmi, Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah
(Yogyakarta: Ull Press, 2002),49.

"Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta:
Ekonisia, 2003),23.

8Adiwarman Karim, Bank Islam, cet, ke 7 (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2010), him 113.
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perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh
penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu
bentuk natural certainty contracts karena dalam
murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin
diperoleh.

Pada praktiknya pelaksanaan akad murabahah
dalam koperasi banyak diterapkan pada usaha mikro
kecil menengah baik pada Bank Umum Syari’ah dan
Unit Usaha Syari’ah salah satunya adalah KSPPS Berkah
Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut
dapat terbukti dari antusias masyarakat akan Lembaga
Keuangan Syariah, murabahah lebih dijadikan sebagai
model pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo. Berdasarkan informasi atau pernyataan dari
pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama bahwa murabahah
lebih diterapkan dan diminati di KSPPS Berkah Manfaat
Utama, dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
murabahah lebih dominan.

Pada murabahah transaktor yaitu adanya pembeli
(nasabah) dan penjual (koperasi), objek akad murabahah
yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab
dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing
pihak, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
Murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000.

Kenyataan yang terjadi saat ini ditemukan adanya
masalah yaitu masih banyak masyarakat yang tidak
mengetahui tentang akad Murabahah serta bagaimana
cara menjalankan akad murabahah tersebut, masyarakat
hanya mau mudahnya saja karena proses pencairan dana
lebih cepat dan mudah. Selain itu adanya permasalahaan
bahwa nasabah mendatangi kantor KSPPS untuk
melakukan pengajuan akad murabahah kemudian pihak
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KSPPS menyetujui pengajuannya, namun dalam
prakteknya pihak KSPPS hanya memberikan modal atau
dana kepada nasabah agar nasabah mencari barang yang
dibutuhkan, kemudian memberikan nota kepada pihak
KSPPS sebagai bukti pembelian. Sehingga akad
murabahah tidak dijalankan dengan semestinya.

Berdasarkan pernyataan tersebutpenulis tertarik
untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada
KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang diatas dapat
disusun beberapa pemasalahan yang selanjutnya
digunakan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan
masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada KSPPS
Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo?

2. Apakah penerapan akad murabahah pada KSPPS
Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo sudah
sesuai dengan hukum Islam?

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas,
maka diharapkan akan mampu mencapai maksud dari
penyusunan skripsi ini diantara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada
KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap
penerapan akad murabahah pada KSPPS Berkah
Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya ada
manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya
sebagai berikut :

1. Secara Teoritisa

a. Penelitian ini bisa memberikan wawasan serta
khasanah ilmu pengetahuan bagi pembacanya
mengenai pembahasan figqih muamalah kaitannya
dengan pembahasannya yaitu tinjauan hukum
Islam terhadap penerepan akad murabahah pada
KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo.

b. Dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap
penerapan akad murabahah pada KSPPS Berkah
Manfaat Utama yang ada dalam hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi keilmuan bagi KSPPS Berkah Manfaat
Utama Kabupaten Sukoharjo, juga bisa untuk
bermanfaat bagi pembaca lainnya untuk
pengaplikasian akad murabahah pada KSPPS
sesuai dengan prinsip syariah yang dibenarkan dan
sah.

b. Bagi penulis akan menambah wawasan mengenai
penerapan akad murabahah di dalam ruang lingkup
KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo, juga sebagai tugas akhir sebagai syarat



mendapat gelar sarjana di Univesitas Islam Negeri
Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan
dan plagiasi dari penelitian terdahulu dalam suatu
penelitian dengan tujuan memberikan informasi kepada
penulis skripsi sebagai suatu bahan perbandigan maka
penulis mencamtumkan beberapa hasil penelitian yang
berkaitan dengan pembahasan yang diangkat oleh
penulis. Hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya
sebagai berikut :

Pertama, karya I’tirofur Ruf’a, 2016 dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murabahah Di
Bmt Syirkah Muawanah Mwc Nu Suradadi Kabupaten
Tegal”. Hasil penelitian tersebut Praktek murabahah di
BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, belumlah
sesuai dengan aturan Hukum Islam (figh), hal ini di
karenakan antara lain, pertama, dalam praktek
murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU
Suradadi, pihak BMT tidak konsisten dalam memberikan
adanya akad tambahan wakalah di tersebut, Kedua
ketika anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU.
Suradadi melakukan murabahah untuk pembelian suatu
barang, pihak BMT tidak memberikan barang yang di
ajukan oleh anggota, akan tetapi hanya memberikan uang
seharga barang yang diajukan, di pembiayaaan
murabahah tersebut tidak di hadirkan adanya akad
wakalah untuk mewakilkan anggota BMT melakukan
pembelian barang secara mandiri. Hal ini menyebabkan
tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya
barang yang diserahterimakan, sehingga yang terjadi
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adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya
unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli.

Kedua, karya Maria Ulfa, 2017 dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Modal
Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di Bmt
Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari
Mijen)”. Hasil penelitian tersebut Sistem Murabahah
yang dilakukan di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen
suatu akad salah satu akad yang digunakan untuk modal
usaha adalah akad murabahah. Akad murabahah yang
seharusnya digunakan untuk transakasi jual-beli yang
tujannya bersifat konsumtif ini digunakan untuk modal
usaha bagi nasabahnya. Dalam pelaksanaan akad
tersebut, BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen
memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli
barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama
BMT. Selanjutnya di BMT Taruna Sejahtera Jatisari
Mijen menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah
sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam
jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara
pihak bank dan nasabah.®

Ketiga, karya Priatiningsih, 2017 dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad
Murabahah (Studi Kasus Di Bmt Nu Sejahtera Cabang
Kendal)”. Hasil penelitian tersebut murabahah di BMT
NU Sejahtera cabang Kendal tidak menyediakan barang
sebagai objek murabahah melainkan menyediakan uang

% I'tirofur Rufa, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan

Murabahah Di BMT Syirkah Muawanah Mwc Nu Suradadi Kabupaten Tegal”
(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Maria Ulfa, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek

Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di BMT
Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)” (Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, 2017).
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dan tidak menggunakan akad wakalah tetapi ada
tambahan surat keterangan yang dianggap pengganti
akad wakalah. Pelaksanaan akad murabahah di BMT
untuk penentuan harga serta keuntungan mengira-ngira
tetapi sebelumnya pihak BMT maupun nasabah sudah
memiliki informasi harga barang dari produsen, besar
kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, dan
lamanya waktu. BMT tidak ingin menanggung kerugian
dengan resiko tinggi BMT mengganti akad mudharabah
menjadi akad murabahah tetapi masih dengan skema
mudharabah, adanya bagi hasil 1,75% perbulan, berupa
persentase dikalikan modal yang diajukan oleh nasabah,
bukan dari harga pokok suatu barang yang real ditambah
keuntungan, tidak adanya negosiasi mengenai bagi hasil
untuk anggota baru kecuali sudah pernah melakukan
murabahah di BMT, di sini pihak nasabah mau tidak mau
harus menerima dan menyetujui margin yang telah
ditentukan tersebut.!

Keempat, karya Dwi Denys Muzarofatus
Sholikhah, 2016 dengan judul “Analisis Hukum Islam
Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT
Madani Taman Sepanjang Sidoarjo”. Hasil penelitian
tersebut menjelaskan bahwa yang dilakukan BMT
Madani dari keempat nasabah yang mengajukan
pembiayaan murabahah untuk pembelian barang.
Namun barang tersebut belum dimiliki BMT Madani,
tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus
marginnya, BMT Madani merealisasikannya pada saat
itu juga, dilihat dari ketentuan hukum Islam akad
murabahah yang direalisasikan BMT Madani sebelum

HUPriatiningsih, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad
Murabahah (Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)” (Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).
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barang yang dijual menjadi miliknya adalah tidak boleh.
Dan selanjutnya kasus di BMT Madani pihak wakiltidak
membelikan semua dana yang diberikan oleh muwakkil
untuk keperluan sesuai dengan akad, dilihat dari
ketentuan hukum Islam terhadap akad pembelian barang
oleh wakiL BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah
yang diwakilkannya adalah salah dan harga barang
dalam akad murabahah yang di BMT Madani tidak rill
karena akad yang diakadkan bukan harga barang yang
sebenarnya. Menurut analisis hukum Islam dapat
dibilang harga dalam murabahah tersebut harga palsu.*?
Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini
berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam
penellitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah
penerapan akad murabahah pada Berkah Manfaat Utama
Kabupaten Sukoharjo apakah sudah sesuai dengan
hukum Islam. Dan produk murabahah yang
dikembangkan pada dasarnya adalah sah karena melalui
kesepakatan bersama antara pihak pemberi dana yaitu
anggota, sistem kekeluargaan yang diterapkan akan
menolong pihak anggota, sedangkan ketidakbolehan
hukum Islam jika terjadi denda karena terlambat
mengangsur diluar kesepakatan yang memberatkan
anggota, denda itu akan mendekatkan dengan riba.
Maka dari sinilah penulis ingin melakukan
penelitian lebih mendalam mengenai tinjauan hukum
Islam terhadap penerapan akad murabahah pada KSPPS
BMT Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.

12 Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah, Skripsi “Analisis Hukum
Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di BMT Madani Taman
Sepanjang Sidoarjo” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah keseluruhan metode,
ilmu atau sistem yang digunakan dalam penelitian.®
Metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah
memiliki ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional
berarti penelitian yang dilakukan dengan cara yang
masuk akal, empiris artinya cara-cara yang digunakan
dapat  diamati, sistematis artinya  penelitian
menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat
logis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) dengan jenis penelitiannya studi kasus
yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif
latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi
pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok,
atau  komunitas.  Studi  kasus  merupakan
penyelidikan mendalam  mengenai unit sosial
sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran
yang terorganisikan dengan baik dan lengkap
mengenai unit sosial tersebut.'*

Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell,
J.(1998:24), yang dimaksud dengan penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan
penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai
(diperoleh). Dengan menggunakan prosedur-
prosedur statistik atau cara-cara lain dari

BFirdaus dan Fakhry Zamzam, Apikasi Metodologi Penelitian
(Yogyakarta: Deepublish, 2018).

145aifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), 8.
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kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif
secara umum dapat digunakan untuk penelitian
tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah
laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan
lain-lain.  Salah satu alasan menggunakan
pendekatan kualitatif adalah pengalaman para
peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk
menemukan dan memahami apa yang tersembunyi
dibalik fenomena yang kadangkala merupakan
sesuatu yang sulit untuk dipahami secara
memuaskan.®®
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data
yang dijadikan bahan dalam penelitian oleh penulis,
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer
Yang dimaksud dengan sumber data primer
dalam penelitian adalah data yang diperoleh
langsung dari responden dengan cara observasi,
wawancara, kuisioner, maupun data eksperimen
yang hasil datanya langsung digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.*®
Data primer dalam penelitian ini adalah terkait
tentang penerapan akad murabahah di KSPPS
Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder merupakan data
yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari

5Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake
Sarasin, 1996), him 2.

16 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah
Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan
Penelitian (Yogyakarta: Graha llmu, 2010), him 236-246.
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sumber data kedua atau sumber sekunder.'’
Sumber data sekunder juga merupakan sumber
data yang dipergunakan guna memperkuat data
pokok baik berupa manusia ataupun benda
(majalah, buku, koran dan lain sebagainya) selain
itu peneliti juga bisa dengan cara melihat atau
mendengarkan yang ada kaitannya dengan materi
penulis. Dalam penelitian ini yang dipergunakan
sebagai sumber data sekunder adalah dengan cara
membaca dokumen-dokumen, jurnal, buku, serta
data-data lainnya yang sudah tersedia berkaitan
dengan judul penelitian yang diangkat oleh
penulis.
3. Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan
hukum yang memiliki otoritas, berasal dari
perundangan-undangan, putusan hakim,
lembaga ataupun suatu peraturan yang berlaku
dalam lingkungan masyarakat.’® Bahan hukum
primer yang digunakan penulis berupa Fatwa
DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah, dan Dalil-dalil yang ada dalam Al-
Qur’an maupun hadis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku
maupun jurnal mengenai dokumen hukum resmi
yang dipublikasikan. Bahan hukum sekunder
yang digunakan oleh penulis berupa hasil

7 Sujono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1981),12.

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta:
Kencana, 2017).
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pemikiran atau pendapat dari para ahli dalam
bidangnya yang terdapat dalam karya ilmiah,
maupun pendapat para ulama.
4. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam penulisan penelitian, ada beberapa
teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh
penulis antara lain :
a. Interview (wawancara)
interview atau yang dalam istilah lain
disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan
merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara dengan narasumber dengan tujuan
untuk memperoleh informasi dari narasumber
tersebut.’® Dalam hal ini penulis melakukan
kegiatan wawancara langsung tanya jawab
dengan tatap muka antara peneliti dengan pihak
pengurus KSPPS Berkah Manfaat Utama
Kabupaten Sukoharjo terkait penerpan akad
murabahah. Karena wawancara dalam penelitian
kualitatif sifatnya mendalam karena ingin
mengeksplorasi informasi secara jelas dari
informan.?
b. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  mencari  data
mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan
masalah yang penulis teliti, yaitu berupa catatan,
foto, dan data lainya yang bersifat dokumenter.2!

19 5. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Cet ke-8 (Jakarta: PT
Rineka cipta, 2010).

20 Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Peneltian Kualitatif
(Bandung: Pustaka Setia, 2012), him 2.

2l M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi
Ekonomi dan Publik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), him 108.
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Dokumen yang penulis peroleh dalam penelitian
ini adalah arsip kantor, profil KSPPS Berkah
Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo dan
dokumen akad pembiayaan murabahah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan guna

memperoleh gambaran isi dari penelitian secara
keseluruhan, peneliti uraikan secara umum pada setiap
bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya,yaitu
sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN

Menjelaskan bagaimana argument atas
ketertarikan peneliti mengenai berbagai aspek
serta alasan yang melatarbelakangi pemilihan
judul. Yang terdiri dari adanya Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah,
Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,
Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.

TINJAUAN UMUM TENTANG
MURABAHAH

Bab ini menjelaskan konsep mengenai teori-
teori terkait dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis yaitu teori-teori mengenai
pengertian akad murabahah, landasan hukum
murabahah, rukun dan syarat murabahah,
jenis-jenis murabahah, skema murabahah.
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BAB Il

BAB IV

BAB V

PENERAPAN AKAD MURABAHAH
PADA KSPPS BERKAH MANFAAT
UTAMA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran
umum mengenai objek penelitian, meliputi
sejarah, tujuan visi dan misi, struktur
organisasi KSPPS Berkah Manfaat Utama dan
penerapan praktik akad murabahah pada
KSPPS Berkah Manfaat Utama.

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN AKAD
MURABAHAH PADA KSPPS BERKAH
MANFAAT UTAMA KABUPATEN
SUKOHARJO

Menjelaskan hasil analisis penelitian yang
dilakukan peneliti yang mengacu pada
rumusan masalah. Dengan mengamati
kejadian-kejadian di lapangan. Kaitannya
dengan pokok permasalahan yang Pertama,
Bagaimana penerapan akad murabahah pada
KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo, dan apakah penerapan akad
murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat
Utama Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai
dengan hukum Islam.

PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari tiga sub bab
meliputi kesimpulan penelitian dibuat oleh
penulis, saran mengenai hasil penelitian serta
penutup.
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BAB 11
AKAD MURABAHAH
A. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata al-
ribhu (=) yang bermakna keuntungan. Dalam istilah
syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi
definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para
ulama. Di antaranya, menurut Utsmani, murabahah
merupakan salah satu bentuk jual beli yang
mengharuskan penjual memberikan informasi kepada
pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan
tambahan profit yang diinginkan yang tecermin dalam
harga jual.!

Menurut istilah, definisi murabahah merupakan
transaksi yang menyebutkan harga pokok yang dibeli
kepada orang yang akan membeli, dengan memberi
syarat supaya barang trsebut diberi untung.?

Fugaha mendefinisikan murabahah sebagai
jualbeli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang
diketahui. Dan para fugaha mensifati murabahah sebagai
bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Dewan Syariah
Nasional (DSN) juga mendefinisikan murabahah, yaitu
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba. Bank Indonesia
mendefinisikan, murabahah adalah akad jual beli antar

1 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012),91.

2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), 104.
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bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang
diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang
bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan
keuntungan yang disepakati.

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual
beli. Secara transaksional, dalam figh disebut dengan
bai‘al-murabahah merupakan jual beli barang pada
harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati.* Sedangkan Imam asy-Syafi“i menamakan
transaksi sejenis bai’al-murabahah dengan al-amir
bissyira.

Dalam jual beli secara umum, mekanisme
pembayaran secara tunai, dengan mekanisme
murabahah, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam
pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan
keuntungan dari barang yang dibeli.®

Bank—bank Islam mengambil murabahah untuk
memberikan jangka pendek kepada kliennya untuk
membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak
memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahabh,
sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam,
ditemukan terutama berdasarkan dua unsur, yaitu harga
membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan
berdasarkan keuntungan.®

Dalam figih Islam, murabahah menggambarkan
suatu jenis penjualan. Dalam transaksi murabahabh,

3 F.Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syri’ah

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),108.

4 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali

Press, 2013),163.

5 Ahmad Dahlan, Bank Syari’ah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta:

Sukses Offset, 2012),190.

6 Abdullah Saeed, Bank Islam dab Bunga Studi Kritis Larangan Ribada

Interpretasin Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
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penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan
suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan
tertentu diatas biaya produksi. Di sini penjual
mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan
dan beberapa keuntungan yang hendak diambilnya.
Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang
atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati.’

Pendapat  dikemukakan oleh  Al-Kasani,
murabahah mencerminkan transaksi jual beli: harga jual
merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau
harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan
tertentu yang diinginkan penjual (margin); harga beli dan
jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh
pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga
belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.®

Menurut Sami Hamoud, murabahah adalah
transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang
kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas
dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli
komoditas tersebut secara murabahah, yakni sesuai
dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat
keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah
akan melakukan pembayaran secara installment (cicilan
berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang
dimiliki.®

7 Ardian Sutedi, Perbankan Syari’ah (Yogyakarta: Ghalia Indonesia,
2009),95.

8 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012),91.

9 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012),95.
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Sedangkan dalam fatwa Dewan Syari“ah
Nasional (DSN) No. 04/DSN.MUI/IVV/2000. Pengertian
murabahah, vyaitu menjual suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.°
Sedangkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf d dalam Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008, murabahah didefinisikan
sebagai perjanjian pembiayaan atas suatu produk dimana
pembeli mengetahui harga pembelian dan membayar
harga yang lebih tinggi untuk penjual sebagai
keuntungan yang ditetapkan.*

Dalam KHES Buku Il Bab | pasal 20 ayat 6
menyebutkan bahwa murabahah adalah pembiayaan
saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al
mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi
jual beli dengan menjelaskan harga pengadaan barang
dan harga jual terdapat nilai lebih yang berupa
keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan
pemgembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.*?

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang
dengan harga beli barang ditambah dengan margin yang
disepakati oleh para pihak, dimana penjual
menginformasikan terlebih dahulu harga beli kepada
pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan
akad  pembiayaan = murabahah,  Undang-undang
Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang
dimaksud dengan akad murabaha adalah akad

10 DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah,” Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2000.

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah.

12 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syari’ah dan Figih Muamalah
(Jakarta: Kencana, 2019),82.
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pembiayaan suatu barang dengan menegaskan haga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang
disepakati. dalam pembiayaan berdasarkan akad
murabahah. Bank bertindak sebahagai pihak penyedia
dana dalam Kkegiatan transaksi murabahah dengan
nasabah.

Murabahah ~ merupakan  suatu  transaksi
berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para pihak
berdasarkan kepercayaan yang menjadi unsur terpenting
dalam transaksi pembiayaan murabahah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa murabahah adalah suatu transaksi
jual beli antara penjual dan pembeli dengan menyatakan
harga asli dan di tambah dengan keuntungan yang
disepakati secara bersama. Dalam hal ini yang menjadi
unsur utama adalah penjual harus memberitahu besar
biaya yang telah di keluarkan untuk membeli suatu asset
yang dibutuhkan pembeli dan kesepakatan terhadap
besarnya keuntungan. Keuntungan juga disepakati dan
ditetapkan dengan memperhatikan dari besarnya modal
dari si penjual.

Murabahah adalah jasa dengan mengambil
bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian
murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian
barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya
dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan
kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan
menambahnya suatu mark-up atau keuntungan. Dengan
kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah
dilakukan atas dasar cost-plus profit. baik mengenai
barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan
biaya atau mark-up yang akan menjadi imbalanbagi

19



bank, dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank
dan nasabah yang bersangkutan.™

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa
(musawamah). Dalam jual beli musawamah terdapat
proses tawar menawar (bargaining) antara penjual dan
pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak
menyebutkan harga beli dan keuntungan yang
diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan
margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada
pembeli.t*

B. Perbedaan dan Persamaan Murabahah dengan Jual
Beli

Perbedaan antara murabahah dengan jual beli
adalah apabila murabahah penjual memberitahu besaran
keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Sedangkan
apabila jual beli penjual tidak memberitahu besaran
keuntungan yang akan diambil.

Persamaan antara murabahah dan jual beli adalah
transaksi yang dilakukan berdasarkan kesukarelaan dari
masing-masing pihak.

C. Sejarah dan Perkembangan Murabahah

Transaksi murabahah dalam sejarah Islam terjadi
dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya.
Sejak awal munculnya kajian figih, kontrak ini telah
digunakan murni untuk tujuan dagang. Secara sederhana
konsep murabahah diartikan sebagai suatu bentuk jual

13 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam
Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta, 2007),64.

14 1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012),91.
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beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan
barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan
yang disepakati. Didalam Al Qur’an pembahasan secara
langsung mengenai murabahah tidaklah ada, walaupun
terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang
terkait dengan murabahah seperti pembahasan mengenai
jualbeli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian
dalam suatu perdagangan. Demikian pula dengan hadist-
hadist Rasulullah SAW.

D. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang
diperbolehkan, hal ini berlandasan atas dalil — dalil yang
terdapat dalam Al — Qur’an, Al — Hadits dan Fatwa.
Diantara dalil — dalil yang memperbolehkan praktik akad
jual beli murabahah.

1. Al-Qur’an

) 5 0B 5383 (&8 of ) Jailly o &1 530 15006 1 skl il

Va5 & (8l &) 28l 1588 5 2

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al —
Nisa’:29)%

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang

batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil

15 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4, diakses 10
Oktober 2022.
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adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana
yang terdapat pada sistem kredit konvensional.
Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak
ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan
margin. Di samping itu ayat ini mewajibkan untuk
keabsahan setiap transaksi murabahah harus
berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang
dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan
dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan
kewajiban masing—masing.®

Kemudian dalam QS. Al - Bagarah (2) ayat 275:

....... ol 055 gll 4 0l
e Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...”™
Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan
keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan
melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual
beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari
syara”, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik
bank syari’ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual
beli dan tidak mengandung unsur riba.
2. Al-Hadits
Kemudian hadits riwayat Imam Muslim:

e 5 lanl) wi (e o ke dle A L 0 O
Bl

6 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikin Muamalah (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010),106.

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2,diakses10
Oktober 2022.
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“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
melarang jual beli dengan cara melempar
kerikil dan jual beli gharar”. (H.R Muslim)®
Berdasarkan hadits diatas bahwa jual beli
hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli bisa
menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi
ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan
dan harga barang melonjak naik.
3. Ijma
Transaksi yang lazim digunakan oleh Rasulullah
Saw dan para sahabat. Para ulama membenarkan
keabsahan murabahah dalam ijma’ ulama, seperti
Ibnu Rasyid (Ulama Malikiyah) yang mengklaim
bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang
dibolehkan oleh mayoritas ulama dalam bentuk
ijma’. Disamping itu ada banyak alasan sistem
jualbeli murabahah diterima oleh banyak kalangan
dan menjadi dominan pada waktu itu, diantaranya
adalah karena sistem ini bersifat amanah, sehingga
pembeli yang kurang memahami spesifik barang
dan harganya terbantu oleh ppenjual yang jujur.®
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
Kemudian ketentuan syar*“i dengan transaksi

murabahah, di gariskan oleh fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomer 04/DSNMUI/ 1V/2000. Fatwa
tersebut membahas tentang ketentuan umum
murabahah dalam bank syariah, ketentuan

Bnttps://almanhaj.or.id/4040-jual-beli-gharar-madhamin-wal-malagih-
transaksi-diatas-transaksi.html di akses 10 Oktober 2022.

19 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),113.
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murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam
murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi
bangkrut pada nasabah murabahah. Secara spesifik,
ketentuan syar®i tersebut akan dibahas pada bagian
rukun transaksi murabahah berikut.?°

E. Syarat dan Rukun Murabahah

Perjanjian jual beli murabahah merupakan
perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu
barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka
dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus
dipenuhi syarat dan rukun jual beli murabahah.

1. Syarat Murabahah

Menurut para jumhur ulama, sebetulnya syarat
dan rukun yang terdapat pada bai’ murabahah itu
sama dengan syarat dan rukun yang terdapat pada
jual beli, dan hal ini identik dengan rukun syarat dan
rukun yang harus ada dalam akad.?! Syarat dari jual
beli murabahah yaitu:
a) Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus
memenuhi: Cakap hukum, dan sukarela (ridha)
atau tidak dalam keadaan terpaksa.

b) Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul

2 Rizal Yaya, Akutansi Perbankan Syari’ah Teorian Praktik
Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2014),158.

2l Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010),111.
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Menurut para ulama figih, syarat ijab dan kabul
adalah

Pihak yang berakad harus disebutkan secara

jelas dan spesifik.

1) ljab gabul (serah terima) harus selaras, baik
dalam spesifikasi barang maupun harga yang
disepakati.

2) Adanya pertemuan antara ijab dan gabul
yakni ijab dan gabul dilakukan dalam satu
majelis, satu majelis disini tidak berarti harus
bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang
terpenting kedua pihak mampu
mendengarkan maksud dari kedua pihak,
apakah akan melakukan kespakatan atau
menolaknya. Majelis akad dapat diartikan
suatu kondisi yang memungkinkan kedua
pihak untuk membuat kesepakatan, atau
pertemuan pembicaraan dalam satu objek
transaksi. Dalam hal ini diisyaratkan adanya:
kesepakatan antara kedua pihak, tidak
menunjukkan penolakan atau pembatalan
dari keduanya.??

3) Syarat barang yang diperjualbelikan
Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:
a. Barang itu harus ada ketika

akad/kontrak sedang dilakukan, tidak
diperbolehkan bertransaksi atas objek
yang belum jelas dan tidak hadir dalam
waktu akad, karena hal ini akan menjadi

22 |smail Nawawi, Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), him 94.
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masalah ketika harus dilakukan serah
terima.

b. Objek transaksi tersebut harus berupa
mal mutagawim (harta  yang

diperbolehkan syara’ untuk
ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh
pemiliknya.

c. Objek transaksi diserahterimakan waktu
terjadinya akad atau dikemudian hari.

d. Adanya kejelasan objek transaksi, dalam
arti barang tersebut diketahui sejelas-
jelasnya oleh kedua belah pihak.

e. Objek tersebut harus suci, tidak najis
dan bukan barang najis.

f. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan
bermanfaat bagi manusia.

g. Harga barang yang diperjualbelikan
diketahui oleh pembeli dan penjual.

h. Boleh diserahkan saat akad berlangsung
dan pada waktu yang disepakati bersama
ketika transaksi berlangsung.

Adapun yang harus diperhatikan juga dalam

transaksi jual beli murabahah adalah:

1. Penjual memberitahu harga biaya modal
kepada nasabah.

Pihak penjual harus memberitahu berapa
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
membeli asset yang dibutuhkan oleh
anggota. Karena hal ini merupakan syarat
mutlak bagi keabsahan bai’ murabahah.
Jika harga beli tidak dijelaskan ke pihak
pembeli, maka jual beli tersebut
dinyatakan rusak dan akadnya batal.
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2. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
Maksudnya transaksi yang dilakukan
oleh penjual pertama/ pemasok dengan
pembeli pertama harus sah, jika tidak
maka transaksi yang dilakukan penjual
keduadengan pembeli kedua/nasabah
hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal.
Dengan alasan, bai’ murabahah
berdasarkan atas adanya harga pokok
yang ditambah dengan margin sebagai
keuntungannya, jika harga belinya
bermasalah, maka secara otomatis harga
jualnya juga pasti bermasalah

3. Akad harus bebas riba.

Dalam transaksi bai’ murabahah harus
bebas dari riba, karena transaksi yang
mengandung riba dilarang oleh syari’at
Islam dan hukumnya haram.

4. Penjual harus menjelaskan kepada
pembeli bila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian.?® Misalnya jika
pembelian tersebut ternyata dilakukan
secara hutang, dari pihak penjual harus
menyampaikan hal itu kepada pembeli.

2. Rukun Murabahah
Menurut Madzab Hanafi rukun jual beli
adalah ijab dan Kabul, sedangkan menurut jumhur
ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual,
orang yang membeli, shighat, dan barang yang

23 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001),102.
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diadakan.?* Dalam bai’ murabahah juga terdapat
rukun-rukun yang menjadi pedoman bagi bank—
bank syariah. Rukun bai” murabahah tersebut antara
lain:

a) Penjual (Bai’)
Yang menjadi penjual disini adalah pihak yang
membiayai pembelian suatu aset yang
dibutuhkan anggota.

b) Pembeli (Musytari)
Pembeli yang dimaksud adalah pembeli atau
pihak yang akan melakukan pembelian barang.

c) Obyek/ barang (Mabi’)
Barang yang biasanya diajukan pemohan itu
rata—rata barang untuk pemenuhan kebutuhan
produksi.

d) Kejelasan harga (Thsaman)
Harga yang dikeluarkan penjual harus jelas dan
terperinci, total dari harga pembelian plus biaya—
biaya pendukung ditambah dengan margin,
merupakan harga jual murabahah yang
ditawarkan ke pembeli/nasabah.

e) Adanya ijab qobul (sighat)
Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi
barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak
koperasi dalam pengadaan barang, juga pihak
koperasi harus memberitahukan harga pokok
pembelian dan jumlah keuntungan vyang
ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran),

2 Osmad Muthaher, Akutansi Perbankan Syari“ah, (Yogyakarta:
Graha lImu, 2012),59.
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kemudian penentuan lama angsuran apabila
terdapat kesepakatan murabahah.
F. Jenis-Jenis Murabahah

Pada Praktek di bank syari’ah atau di Lembaga
Keuangan syari’ah, Jual beli murabahah dibedakan
menjadi 2, yaitu:

a. Murabahah Tanpa Pesanan
Dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah
menyediakan barang atau persediaan barang yang
akan diperjualbelikan dengan cara dilakukan tanpa
memperhatikan ada nasabah yang membeli atau
tidak.?® Jadi Pihak Bank Syari’ah tidak melihat
adanya nasabah yang memesan murabahah atau
tidak, sehingga pengadaan barang dilakukan sebelum
proses transaksi jual beli murabahah dilakukan.
b. Murabahah Berdasarkan Pesanan
Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah
berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah
yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau
nasabah yang mengajukan murabahah.?® Jadi, pada
murabahah berdasarkan pesanan, pihak Bank
Syari’ah melakukan pengadaan barang ketika sudah

2 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: Ul Press, 2005),39.
26 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: Ull Press, 2005),41.
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ada anggota yang memesan suatu asset yang
dibutuhkannya.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat
mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli
barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan
mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan
pesanannya. Apabila asset murabahah yang telah
dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah
pesanan mengikat mengalami penuarunan nilai
sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan
nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan
penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.?’

G. Tujuan pembiayaan Murabahah

Adapun tujuan tama dari akad murabahah antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu memperoleh retrun
ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil
margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan
hanya administrasi pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana
bank dana investasi maupun modal kerja.

27 Osmad Muthaher, Akutansi Perbankan Syari’ah (Yogyakarta: Graha
llmu, 2012),58.
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3. Membantu pemerintah agar semakin banyak
pembiayaan yang diberikan perbankan, mengingat
semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada
masyarakat maka akan berdampak kepada
pertumbuhan diberbagai sektor.?®

H. Margin Dalam Pembiayaan Murabahah

Menurut ahli hukum Islam biaya yang dapat
ditambahkan dalam harga merupakan dasar untuk
perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang
dikeluarkan dari praktek jual beli dapat ditambahkan ke
harga barang. Menurut Hanbali dan Imam Shafi”i semua
biaya yang berhubungan dengan pembelian barang dapat
ditambahkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahakan pada
harga merupakan biaya pengeluaran untuk penyimpanan
barang serta biaya pengangkutan, namun biaya tersebut
tidak termasuk dalam keuntungan kemudian untuk
keuntungan ditambahkan lagi.?®

Menurut otoritas jasa keuangan untuk penetapan
margin murabahah memiliki beberapa poin, sebagai
berikut:

28 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003),96.

2 Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah diBaitul Maal wat Tamwil
(BMT),” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance Vol 3, No 2, 2020, 279.
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. Tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan
margin jual beli pada murabahah oleh lembaga
keuangan syariah.

Kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan
nasabah merupakan dasar dari margin.

. Margin dapat berbentuk nominal ataupun presentase
tertentu dari suatu harga pokok lembaga keuangan
syariah.

. Acuan untuk margin berupa tingkat imbalan yang
berlaku umum pada pasar keuangan dengan
mempertimbangkan kisaran biaya dana, risk premium
dan tingkat keuntungan.

Margin tidak boleh bertambah dalam masa
pembiayaan setelah  kontrak disepakati dan
ditandatangani kedua belah pihak.

. Potongan margin murabahah dapat diberikan oleh
lembaga keuangan syariah selama tidak menjadi
kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.
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Skema Aplikasi Pembiayaan Murabahah

1.

Negosiasi dan

LKS

3. Beli

Keterangan:

1.

LKS dan nasabah melakukan negosiasi

«—
persyaratan
2. AKAD NASABAH
PEMBIAYAAN
4. Kirim
Supplier

persyaratan akad murabahah
Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju
atas persyaratan yang ada di LKS dan nasabah
melakukan akad jual beli.
LKS memesan barang yang telah dipesan nasabah
kepada pemasok atau penjual utama.
Setelah barang dipesan supplier mengirimkan barang
kepada nasabah.

Nasabah menerima barang pesanan barang dan

dokumen yang diperlukan dari supplier.
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6. Nasabah membayar pembelian barang dagangan
kepada LKS sesuai kesepakatan, secara tunai atau
tangguh, lama pembayaran dan sebagainya.
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BAB |11

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS
BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN
SUKOHARJO
A. Profil Singkat KSPPS Berkah Manfaat Utama

Kabupaten Sukoharjo

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Berkah Manfaat
Utama Kabupaten Sukoharjo
KSPPS Berkah Manfaat Utama didirikan atas
rasa keprihatinan terhadap kondisi masyarakat dan
kaum muslimin yang sulit untuk mendapatkan
tempat bermuamalah yang syar’i sesuai tuntunan
syari’at Islam. KSPPS Berkah Manfaat Utama
didirikan pada tanggal 10 November 2016 dan
merupakan dalam koperasi syari’ah dengan Akta
Notaris Badan Hukum dengan ketentuan Nomor
002570/BH/M.KUKM.2/X1/2016. KSPPS Berkah
Manfaat Utama beroperasi yang beralamatkan di
Sorobojan RT. 003 RW. 008, Desa Grogol,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi
Jawa Tengah.?
Lembaga ini bergerak dibidang koperasi
syari’ah serta pengelolaan dana simpanan dan

! Gagus Dwi Kusumo, Manager Utama KSPPS Berkah manfaat Utama,
wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.
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investasi anggota serta penyaluraan pembiayaan
berdasar pada prinsip dan kaidah syariah. KSPPS
Berkah Manfaat Utama dirikan dengan prinsip
pengelolaan yang profesional dan kredibel dengan
dikelola oleh sumber daya insani yang memiliki
kemampuan dan ketrampilan yang baik dibidang
koperasi syariah dan didukung oleh jajaran
pengurus, dewan pengawas manajemen dan dewan
pengawas syari’ah yang memiliki kemampuan
manajerial dan pengetahuan syari’ah yang diakui
kepakarannya.

KSPPS Berkah Manfaat Utama memberikan
produk dan layanan yang dirancang sesuai dengan
prinsip-prinsip syari’ah seperti investasi halal,
tabungan yang berbasis syari’ah, atau transaksi
pembiayaan dengan cara dan akad yang syari’, dan
sebagai wujud kepedulian terhadap muamalah
syariah kepada masyarakat agar tehindar dari
transaksi riba dan transaksi lain yang dilarang dalam
Islam.

2. Visi dan Misi KSPPS Berkah Manfaat Utama
a. Visi KSPPS Berkah Manfaat Utama
Menjadi mitra bisnis yang profesional
berintegritas dan bermanfaat bagi umat.
b. Misi KSPPS Berkah Mnfaat Utama
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1) Memasyarakatkan sistem ekonomi syariah
dan mengeliminir praktek-praktek ekonomi
ribawi di tengah-tengah umat.

2) Menjadi koperasi syari’ah yang schat secara
finansial, bagus dalam pelayanan dan
harmonis dalam hubungan kelembagaan.

3) Membangun masyarakat ekonomi produktif
dan berpiak kepada pengembangan UKM.

4) Mendorong lahirnya muzakki baru dari
kalangan mustahik.?

3. Struktur Organisasi
Pengurus Inti:

a.
b.
C.

Ketua : Faisal Abdul Haris, S.E
Sekretaris : Azhar Alam, S.E
Bendahara : Azhar Alam, S.E
Pengawas:

Ketua : Prof. Dr. Waston, M.Hum
Anggota | : Dr. Chusniatun, M.Ag
Anggota Il : Dr. Syamsudin, S.E

Pengawas Syariah

Ketua : Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

. Anggota : Dr. Imron Rosyidi, M.Ag

2 Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama,
wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.
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Pengelola:

a. Direktur Utama : Gugus Dwi Kusumo S.H
b. Manager Keuangan : Slamet Riyanto, S.E
c. Meneger Pemasaran  : Mardi Wiyanto,

S.So0s
d. Administrasi : Kiswanti Dwi Lestari, S.E
e. Teller : Intan Aridha Putri

4. Produk-produk KSPPS Berkah Manfaat Utama
Produk-produk KSPPS Berkah Manfaat
Utama Kabupaten Sukoharjo, yaitu meliputi:

a. Pembiayaan

1) Murabahah (jualbeli)

2) Mudharabah

3) Musyarakah

4) ljarah

b. Produk Simpanan dana

1) SiRela (Simpanan Sukarela) yaitu simpanan
dengan bagi hasil (nisbah).

2) SiSuka (Simpanan Sukarela Berjangka)
yaitu simpanan berjangka waktu selama 3
bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan bagi
hasil (nisbah).

3) SisuQur (Simpanan Sukarela Qurban) yaitu
simpanan ini untuk memudahkan dalam
melakukan niat ibadah qurban dengan bagi
hasil (nisbah).

c. Produk penyaluran dana
Jenis  produk penyaluran dana yang
ditawarkan adalah produk pembiayaan konsumtif
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dengan  menggunakan akad  murabahah.
Penyaluran dana/pembiayaan konsumtif atau
disebut juga dengan pembiayaan murabahah
yaitu pembiayaan dengan tambahan bagi hasil
yang disepakati, dimana pihak KSPPS Berkah
Manfaat Utama selaku penjual dan anggota
selaku pembeli. Pembayaran dilakukan secara
angsur sesuai dengan kesepakatan bersama.
Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang
membutuhkan tambahan aset namun kekurangan
dana untuk melunasinya secara tunai.

Transaksi pembiayaan murabahah yang
dilakukan koperasi ini lebih sering digunakan
untuk pembiayaan yang ditujukan kepada
nasabah untuk tambahan pembelian barang.
Sehingga pembiayaan murabahah disebut
sebagai pembiayaan konsumtif.

Akad murabahah yang diambil KSPPS
Berkah Manfaat Utama merupakan suatu usaha
dalam rangka melakukan pendekatan kepada
masyarakat awam yang belum mengetahui
berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi
masyarakat yang terpenting adalah bagaimana
mereka dapat meminjam uang dengan muda dan
cepat.

Dalam Produk-produk Pembiayaan yang ada
di KSPPS Berkah Manfaat Utama, yaitu meliputi:

1. Pembiayaan Modal Usaha
Pembiayaan yang digunakan untuk membantu
kebutuhan modal usaha yang produktif. Akad
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yang digunakan dalam pembiyaan ini adalah
akad mudharabah.
Pembiayaan Multi Barang

Pembiayaan yang digunakan untuk membantu
kebutuhan pembelian barang. Akad yang
digunakan daam pembiayaan ini adlah akad
murabahah.
Pembiayaan Sewa

Pembiayaan yang digunakan untuk membantu
kebutuhan sewa barang. Akad yang digunakan
dalam pembiayaan ini adalah akad ijarah.®

B. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah
Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat

Utama
Barang

Kabupaten Sukoharjo adalah pembiayaan Multi
. Kemudian untuk memperoleh data yang

dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara kepada

Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama.

1. Prosedur Pengajuan Akad Murabahah di KSPPS
Berkah Manfaat Utama, yaitu:

a)
b)

c)
d)

e)

Datang ke KSPPS Berkah Manfaat Utama.
Pihak KSPPS memberikan penjelasan tentang
persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.
Pihak KSPPS memberikan formulir pengajuan
untuk diisi nasabah.

Pihak KSPPS memeriksa atau mengecek
persyaratan berkas yang telah diisi nasabah.
Berkas dianalisis pihak KSPPS.

3 Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama,
Wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.
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f) Dilakukan survei kepada nasabah.

g) Menunggu diterima atau ditolak pengajuan
pembayaraan.*

2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan

pengajuan akad murabahabh, yaitu:

a) Mengisi formulir permohonan anggota dan
pembiayaan.

b) Fotocopy KTP Suami dan Istri atau Wali.

c) Fotocopy Kartu Keluarga

d) Fotocopy jaminan (dapat berupa: BPKB
Kendaraan, sertifikat tanah, atau simpanan yang
ada di KSPPS Berkah Manfaat Utama).

e) Fotocopy legalitas (bagi badan usaha).

f) Membuka rekening simpanan pokok.

g) Memnuhi kriteria yang telah ditentukan pihak
KSPPS.

h) Melalukan kebutuhan pembiayaan jelas.

i) Bersedia menandatangani surat-surat terkait
dengan pembiayaan yang diajukan.

j) Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan
untuk proses pembiayaan.®

3. Kiriteria penerimaan calon nasabah yang bisa

mendapatkan  pembiayaan akad murabahah,

memiliki 5 indeks kategori yaitu:

a) Character (karakter nasabah)
Karakter adalah sifat baik seorang calon
nasabah dalam kehidupan pribadi maupun
lingkungan usaha. Tujuan dari penilaian ini
berguna untuk mengetahui sejauh mana

4 Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama,
wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00.

5 Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama,
wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00
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karakter ~ nasabah  untuk  mengajukan
pembiayaan dan menjadi acuan pihak KSPPS
dalam mengambil keputusan.

b) Capacity (kemampuan nasabah  dalam

melakukan pembayaran)
Penilaian kepada  nasabah mengenai
kemampuan untuk melunasi pembiayaan dan
nasabah harus memenuhi Standar Oprasional
(SOP) yang ada di KSPPS tersebut.

c) Capital (modal)

Ketika nasabah menentukan barang yang
dibutuhkan maka pihak KSPPS
mempertimbangkan  dana  yang  akan
dikeluarkan dengan jangka waktu angsuran
yang diambil nasabah dalam pembiayaan.

d) Collateral (jaminan)

Jaminan diberikan kepada nasabah hendaknya
melebihi jumlah pinjaman yang diberikan.

e) Condition (kondisi usaha)

Kondisi usaha berpengaruh pada angsuran
nasabah, karena usaha yang kurang bagus akan
mempengaruhi prospek yang akan datang. Dan
dapat mengakibatkan di tolaknya pengajuan
pembiayaan.

4. Ketentuan Pembayaran dalam akad Murabahah di

KSPPS Berkah Manfaat Utama.

a) Pembayaran dapat dilakukan dengan datang
langsung kekantor KSPPS Berkah Manfaat
Utama, bisa dilakukan melalui transfer, atau
pihak KSPPS mendatangi rumah nasabah.

b) Untuk jangka waktu angsuran tergantung
dengan barang yang dibutuhkan nasabah.
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c) Untuk proses pembayaran dapat dilakukan
dengan dicicil setiap bulan, dan dibayarkan
pada tanggal yang telah disepakati kepada pihak
KSPPS.

d) Pembayaran cicilan dapat dilunasi sebelum
tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama
sesuai harga kesepakatan diawal.

5. Penetapan margin

Penetapan margin pada KSPPS Berkah
Manfaat Utama ditentukan pada awal perjanjian dari
besarnya uang yang dipinjam bukan dari harga
barang yang sesungguhnya. Besar margin yang
ditentukan adalah 1,6% setiap bulannya dan
dikalikan dengan jumlah uang yang dipinjam oleh
nasabah. Semakin lama nasabah membayar
angsuran maka semakin banyak bagi hasil yang
diperoleh pihak KSPPS.®

Peneliti juga mengumpulkan data dari hasil
wawancara Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama
mengenai praktik yang ada di KSPPS tersebut,
dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi
Hastuti selaku nasabah di KSPPS Berkah Manfaat
Utama di dapatkan informasi, pihak KSPPS
memberikan dana (uang) kepada nasabah untuk
keperluan  pembelian mesin jahit. Nasabah
sebenarnya tidak memahami akad murabahah
seperti apa, nasabah menganggap pembiayaan ini
seperti pinjaman di bank konvensional. Nasabah
tersebut memberikan jaminan jamnan BPKB sepeda

6 Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama,
wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.
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motor kepada pihak koperasi. Harga pembelian
barang senilai Rp 9.000.000, dengan jangka waktu
pembayaran selama 2 tahun. Margin yang
dikeluarkan sebanyak 1,6% perbulan dam simpanan
wajib Rp 10.000 perbulan.’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Sido Asih salah satu nasabah dari KSPPS Berkah
Manfaat Utama, didapatkan informasi, saya
melakukan pembelian motor Beat dengan total
harga senilai Rp 15.000.000 dengan jangka waktu
cicilan selama 36 bulan atau 3 tahun setiap tanggal
10, margin yang dikeluarkan 1,6% perbulan dan
simpanan pokok Rp 10.000 perbulan, saya
memberikan jaminan berupa surat BPKB motor
saya yang baru ini, kalau untuk prosesnya saya
hanya datang ke Kantor dan pihak KSPPS
memberikan dana dan melakukan kesepakatan akad
murabahah.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Umar Dani, Nasabah KSPPS Berkah Manfaat
Utama didapatkan informasi. Saya ingin membeli
peralatan pertanian penyedot air maka saya
melakukan pinjaman kepada KSPPS Berkah
Manfaat Utama senilai Rp 30.000.000 dengan
jangka waktu pembayaran 3 tahun, dengan margin
yang dikeluarkan 1,6% perbulan dan simpanan
pokok Rp 10.000, saya memberikan jaminan
sertifikat tanah kepada pihak koperasi. Kalau untuk
prosesnya pihak KSPPS memberikan dana sesuai

7 1bu Dwi Hastuti, Nasabah I, Wawancara Pribadi, 20 November 2022,
Jam 09:00 WIB.

8 Bapak Sido Asih, Nasabah I, Wawancara Pribadi, 20 November 2022,
Jam 13:00 WIB.
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dengan yang saya ajukan dan langsung melakukan
kesepatakan akad murabahah dengan pihak
KSPPS.?

Produk pembiayaan murabahah adalah
produk yang sering diminati oleh nasabah di KSPPS
Berkah Manfaat Utama. Praktik pengadaan barang
atau pembelian barang pernah dilakukan dengan
memberikan pinjaman uang kepada nasabah,
kemudian nasabah membeli barang yang dibutuhkan
dengan sendirinya. Berdasarkan wawancara dengan
bapak Gagus Dwi Kusumo selaku manager utama di
KSPPS Berkah Manfaat Utama. Praktik pengadaan
atau pembelian barang pernah dilakukan dengan
memberikan dana kepada nasabah dengan disertai
surat keterangan Yyang berisi nasabah telah
membelanjakan uang yang telah diterima sesuai
dengan akad murabahah. Surat keterangan tersebut
di anggap sebagai pengganti perjanjian akad
wakalah oleh pihak KSPPS. Dan dilakukan
penandatangan secara bersamaan, pertama dengan
melakukan  persetujuan  penandatangan akad
murabahah kemudian akad wakalah selanjutnya
dilakukan proses pencairan dana.°

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat
menggunakan akad murabahah yang terkait dengan
ketentuan dan syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

9 Bapak Umar Dani, Nasabah IlI, wawancara pribadi, 20 November
2022, Jam 15:00 WIB.

10 Gagus Dwi Kusumo, “Manager KSPPS Berkah manfaat Utama,
wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.”
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PASAL 1

Pihak pertama setuju untuk memberikan fasilitas
pembiayaan kepada pihak kedua dan pihak kedua
setuju menerima fasilitaas pembiayaan dari pihak
pertama dengan ketentuan pokok:

1.

arwN

Pokok pembayaran sebesar Rp 20.000.000
Margin kumulatif sebesar Rp 14.416.000

Total Murabahah Rp 34.416.000
Jangka waktu pembiayaan = 48 bulan/4 tahun
Angsuran = Rp 717.000
Metode angsuran = Bulanan

Tujuan pembiayaan untuk membeli barang
dengan urian:

Jenis : Barang Dagangan Kelontong
Tipe : Sembako, alat mandi dan cuci, dll
Biaya-biaya
Administrasi : Rp 278.000
Asuransi "Rp -
Notaris :Rp -
Materai : Rp 22.000
Jumlah : Rp 300.000
PASAL 2

Syarat Realisasi Pembiayaan

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-
kententuan tentang pembatasan penyediaan dana yang
ditetapkan oleh yang berwenang. Pihak pertama
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
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merealisasikan pembiayaan setelah pihak kedua
memenuhi seluruh persyaratan ditetapkan dalam Syarat
umum pembiayaan KSPPS Berkah Manfaat Utama,
selanjutnya cukup disebut Syarat Umum Pembiayaan.

PASAL 3
Pembayaran Angsuran

1. Selama jangka waktu pembiayaan pihak kedua
wajib membayar angsuran sesuai pasal 1 yang
dibayar menurut jadwal pembayaran angsuran.

2. Bahwa dalam hal jatuh tembo pembayaran kembali
pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada
hari kerja KSPPS Berkah Manfaat Utama, maka
pihak kedua wajib melakukan pembayaran
angsuran pada hari kerja sebelumnya.

3. Pembayaran angsuran dilakukan di kantor KSPPS
Berkah Manfaat Utama termasuk cabangnya
dimanapun berada atau ditempat lain yang ditunjuk
oleh pihak pertama.

4. Bahawa apabila terjadi keterlambatan pembayaran
maka pihak kedua dengan ini menyatakan
menyetujui serta untuk itu wajib membayar denda
keterlambatan (iqob) pada pihak petama dan denda
tersebut (igob) oleh pihak pertama akan dimasukan
dalam Baitul Maal yang dikelola oleh pihak
petama.

PASAL 4
Kuasa Debet
Untuk menjamin terbitnya pembayarannya maka
pihak kedua dengan ini memberi kuasa kepada
pihak pertama untuk pada saat yang tepat
melakukan debet rekening pihak kedua yangada
pada KSPPS Berkah Manfaat Utama atas sejumlah
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uang angsuran pokok, margin, keuntungan dan /
atau denda, kuasa mana tidak bisa dibatalkan
sebagaimana kebiasaan mengakhiri suatu kuasa
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan karena kuasa ini merupakan bagian
penting dan tanpa adanya kuasa yang dimaksud
akad ini tidak akan dibuat.

PASAL 5
Pengakuan Hutang

Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan
pada pasal-pasla sebelumnya, maka pihak kedua
sekarang dan untuk waktu dikemudian hari,
mengaku, secara sah berhutang pada pihak pertama
sejumlah  hutang yang dari waktu ke waktu
terhutang oleh pihak kedua kepada pihak pertama
dan cukup dibuktikan dengan suatu pernyataan
tertulis dan pihak pertama sendiri, pernyataan mana
menjadi bukti yang sah dan mengikat pihak kedua
dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6
Jaminan
1. Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran
kembali dan atau pelunasan pembiayaan dan
margin keuntungan tepat pada waktu yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan
ini, maka anggota/calon anggota dengan ini
menyatakan jaminan berupa:

Sertipikat : Hak Milik
An . Kayati
No. : 863
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Luas :1.015 m2

Lokasi : Krajan, Weru, Sukoharjo

. Untuk pengikatan jaminan tersebut pihak kedua
segera melakukan penandatanganan akta-akta
dan  atau  dokumen-dokumen  lainnya
sebagaimana peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang menjadi satu kesatuan dan
tidak dapat dipiahkan dengan akad ini.

PASAL 7

Lain-lain
Pihak kedua dengan ini menyatakan telah
mengetahui dan atau menerima penjelasan dari
pihak pertama, serta untuk itu seberapa perlu
menyetujui dan menundukkan diri pada syarat
umum pembiayaan, dan karenanya pula syarat
tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dengan akad ini.

PASAL 8
Penyelesaian perselisihan

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat
dalam memahami atau menafsirkan bagian-
bangian dari isi, atau terjadi perselesihan
dalam melaksanakan akad ini, maka kedua
belah pihak akan meneylesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

2. Bilamana upaya musyawarah tidak
menghasilkan kesepakatan, maka kedua
belah pihak telah memilih  tempat
kedudukan hukum yang umum dan tetap di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten,
demikian dengan tidak mengurangi hak
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pihak pertama untuk memohon pelaksanaan
(eksekusi) dari akad ini atau mengajukan
tuntutan hukum terhadap pihak kedua
berdasarkan akad ini melalui Pengadilan
Negeri lainnya maupun instansi lainnya
yang berwenang dimanapun dalam wilayah
Republik Indonesia.
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BAB IV

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI
KSPPS BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN

SUKOHARJO

A. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah

Manfaat Utama Kapubaten Sukoharjo

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syari’ah Berkah Manfaat Utama Sukoharjo merupakan
salah satu lembaga keuagan non bank yang
menggunakan prinsip syari’ah menjalankan konsep
murabahah. Dalam pembiayaan murabahah yang
dilakukan oleh KSPPS Berkah Manfaat Utama berawal
dari kebutuhan masyarakat untuk barang-barang
konsumtif.

Proses permohonan pembiayaan murabahah
harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan,
yaitu meliputi:

1. Mengisi formulis pemohonan anggota dan
pembiayaan.

2. Fotocopy KTP Suami dan Istri atau Wali.

3. Fotocopy Kartu Keluarga.

4. Fotocopy jaminan (dapat berupa: BPKB Kendaraan,
sertifikat tanah, atau simpanan yang ada di KSPPS

Berkah Manfaat Utama).

Fotocopy legalitas (bagi badan usaha).

Membuka rekening simpanan pokok.

7. Memenuhi kriteria yang telah ditentukan pihak
KSPPS.

8. Melakukan kebutuhan pembiayaan yang jelas.

9. Bersedia menandatangi surat-surat terkait dengan
pembiayaan yang diajukan.

51

SRl



10. Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk
proses pembiayaan.

Setelah semuanya sudah dilampirkan dan telah
sepakat atas perjanjian maka akan diadakan survei
terlebih dahulu dari pihak koperasi untuk mengecek
keaslian atau realita dilapangan. Dan jika telah sesual,
maka pihak koperasi melakukan pencairan dana yang
diminta oleh pihak anggota. Kemudian pembayaran
dilakukan secara berangsur sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan ketika akad berlangsung.

Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut atas akad
murabahah, maka penulis akan memaparkan hasil
penelitian dengan melakukan wawancara kepada
manager dan para anggota yang menjalankan akad
murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama
Kabupaten Sukoharjo. Adapun data-data wawancara
yaitu diantaranya:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gagus
Dwi Kusumo, bahwa akad murabahah adalah akad jual
beli barang pada harga asal ditambah dengan
keuntungan yang telah disepakati. Dalam proses
pegadaan barang atau pembelian barang dilakukan
dengan memberikan pinjaman dana atau uang kepada
nasabah, kemudian nasabah membeli barang yang
dibutuhkan. Lalu disertai dengan surat keterangan yang
berisi nasabah telah membelanjakan uang yang diterima
sesuai dengan akad murabahah. Dalam surat keterangan
tersebut dianggap sebagai pengganti perjanjian akad
wakalah oleh pihak koperasi, dalam hal ini dilakukan
penandatanganan secara bersamaan, pertama dengan
melakukan  penandatanganan akad  murabahah
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kemudian akad wakalah selanjutnya baru dilakukan
proses pencairan dana.’

Adapun data-data dari pihak anggota KSPPS
yang dapat dirangkum penulis dari hasil wawancara
yaitu diantaranya: Ibu Dwi Hastuti selaku anggota di
KSPPS Berkah Manfaat Utama, melakukan pembelian
mesin jahit senilai Rp 9.000.000, dengan waktu
pembayaraan selama 2 tahun. Margin sebanyak 1,6%
perbulan dengan simpanan wajib Rp 10.000 perbulan,
nasabah sebenarnya tidak memahami akad murabahah
seperti apa, nasabah menganggap pembiayaan ini
seperti halnya dengan pinjaman dibank konvensional.

Kemudian, kepada Bapak Sido Asih selaku
anggota di KSPPS Berkah Manfaat Utama, melakukan
pembelian sepeda motor Beat dengan harga Rp
15.000.000 dengan jangka waktu cicilan selama 36
bulan atau 3 tahun setiap tanggal 10, dengan margin
1,6% perbulan dan simpanan pokok Rp 10.000
perbulan, dengan jaminan berupa surat BPKP sepeda
motor.

Dan begitu juga dengan Bapak Umardani, beliau
selaku anggota di KSPPS Berkah Manfaat Utama,
melakukan pembelian berupa peralatan pertanian
penyedot air seharga Rp 30.000.000, dengan jangka
waktu pembayaran 3 tahun, margin yang dikeluarkan
1,6% perbulan dan simpanan pokok Rp 10.000.

1Gagus Dwi Kusumo, “Manager KSPPS Berkah manfaat Utama,
wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.
53



B. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah
Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo Menurut
Hukum Islam

Akad murabahah merupakan akad pembiayaan,
dalam proses pengajuan akad murabahah harus melalui
beberapa prosedur yang sudah dibuat, seperti wajib
menjadi anggota KSPPS terlebih dahulu, jika
persyaratan sudah lengkap dan dinyatakan lolos oleh
pihak pengurus maka selanjutnya mengisi formulir
barang yang dibutuhkan, kemudian pihak KSPPS
menyediakan barang tersebut, kemudian jika barang
sudah tersedia maka nasabah dipanggil kembali untuk
melakukan akad murabahah dengan kesepakatan yang
telah ditetapkan pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama
Kabupaten Sukoharjo.

Penerapan akad murabahah di KSPPS Berkah
Manfaat Utama sudah sesuai atau belum sesuai dengan
hukum Islam dapat dilihat dari rukun dan syarat akad
murabahah. Rukun dari akad murabahah adalah sebagai
berikut:

1. Penjual (bai’) adalah pihak yang membiayai
pembelian suatu aset atau barang yang dibutuhkan
anggota.

2. Pembeli (musytari) adalah pihak yang akan
melakukan pembelian barang.

3. Objek akad (mabi’) adalah barang dagangan dan
Harga (tsaman).

4. ljab dan gabul (sighat) adalah ungkapan yang
dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk
menunjukkan keinginannya, serta mengandung
serah terima.
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Rukun dalam penerapan akad murabahah di
KSPPS Berkah Manfaat Utama dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Penjual (bai’)

Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama adalah
sebagai penjual dalam akad murabahah. Akan tetapi
pihak KSSPS bertindak hanya sebagai penyedia
modal atau dana. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pihak penjual (bai’) belum memenuhi rukun
murabahah untuk melakukan akad.

2. Pembeli (musytari)

Dalam melakukan akad murabahah disyaratkan
bahwa nasabah yang sudah memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP). Jadi dapat disimpulkan bahwa
pembeli (musytari) sudah memenuhi persyaratan
baik secara hukum positif maupun secara figih.

3. Barang yang diperjualbelikan (mabi")

Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama tidak
menyediakan barang melainkan hanya menyediakan
modal atau dana yang diperlukan oleh anggota
dengan tambahan surat keterangan yang berisi
nasabah telah membelanjakan uang yang diterima
sesuai akad yang disepakati. Surat keterangan
tersebut dianggap sebagai penganti akad wakalah
oleh pihak KSPPS. Proses penandatanganan
dilakukan secara bersamaan, pertama dilakukan
dengan  penandatanganan akad murabahah
selanjutnya akad wakalah lalu proses pencairan
dana.

Penandatangan akad murabahah di KSPPS
Berkah Manfaat Utama dilakukan sebelum pihak
koperasi melakukaan pengadaan barang. Hal
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tersebut dapat dilihat dalam 3 (tiga) kasus sebagai

berikut:

a. Kasus yang terjadi pada Ibu Dwi Hastuti,
mengajukan pembiayaan murabahah untuk
membeli mesin jahit, kemudian
penandatanganan akadnya dilaksanakan oleh
pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama sebagai
penjual dan lbu Dwi Hastuti sebagai pembeli
pada tanggal 15 Oktober 2020. Pembelian
barangnya diwakilkan kepada Ibu Dwi Hastuti
setelah beliau mendapatkan barangnya, ibu Dwi
Hastuti tidak menyerahkan kembali mesin jahit
yang telah dibeli untuk diakadkan, karena akad
murabahah telah ditandatangani oleh kedua
belah pihak sebelum Ibu Dwi mendapatkan
barangnya. Pembelian tersebut dilakukan atas
nama Ibu Dwi Hastuti, bukan atas nama
Koperasi.

b. Kasus yang terjadi pada Bapak Sido Asih
mengajukan pembiayaan murabahah untuk
pembelian sepeda motor, kemudian
penandataganan akadnya dilaksanakan oleh
pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama sebagai
penjual dengan bapak Sido Asih sebagai
pembeli pada tanggal 23 November 2020.
Pembelian sepeda motor diwakilkan kepada
bapak Sido Asih, setelah bapak Sido Asih
mendaptakan barangnya tidak menyerahkan
kembali kepada pihak KSPPS Berkah Manfaat
Utama untuk diakadkan, karena akad
murabahah telah dilakukan sebelum bapak Sido
Asih mendapatkan sepeda motor. Pembelian
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tersebut bukan atasnama koperasi, melainkan
atas nama bapak Sido Asih.

c. Begitu juga dengan kasus yang terjadi pada
Bapak Umar Dani mengajukan pembiayaan
murabahah kepada KSPPS Berkah Manfaat
Utama untuk pembelian peralatan sawah
penyedot air, kemudian pihak koperasi sebagai
penjual dan bapak Umar Dani sebagai pembeli
pada tanggal 17 Oktober 2020. Pembelian
tesebut langsung diwakilkan kepad bapak Umar
Dani, setelah mendapatkan barangnya bapak
Umar Dani tidak menyerahkan kembali kepada
pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama untuk
diakadkan, karena akad murabahah telah
dilaksanakan sebelum bapak Umar Dani
mendapatakan  barang yang  diinginkan.
Pembelian peralatan sawah penyedot air
dilakukan bukan atas nama KSPPS Berkah
Manfaat Utama melaikan atas nama bapak
Umar Dani.

Dalam rukun Murabahah menjelaskan bahawa,
KSPPS Berkah Manfaat Utama mewakilkan
pembelian barang kepada nasabah, dan nasabah
harus membeli barang tersebut atas nama pihak
koperasi. Namun pada faktanya, nasabah membeli
barang tersebut bukan atas nama pihak koperasi
melainkan atas nama nasabahnya sendiri. Jadi, jelas
tidak terpenuhi rukun murabahah dalam pengadaan
barang yang seharusnya didalam jual beli
murabahah harus ada barang yang sudah dikuasai
oleh penjual (ba’i), maka akadnya batal karena
salah satu rukun tidak terpenuhi.
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Apabila pihak koperasi tidak bisa menyediakan
barang, bisa menggunakan akad wakalah sebagai
wakil dari pihak koperasi yang tidak bisa
menyediakan barang kemudian setelah barang
dibeli oleh pihak pembeli (mustary) dan menjadi
kepemilikan sepenuhnya oleh pihak penjual (ba i)
diadakan perjanjian akad murabahah. Karena
dalam rukun murabahah harus ada barang, apabila
tidak adanya barang dilakukan akad murabahah
maka akadnya menjadi batal.

Tetapi dalam prakteknya, pihak KSPPS Berkah
Manfaat Utama tidak menggunakan perjanjian akad
wakalah melaikan dengan tambahan surat
keterangan bahwa nasabah membelanjakan uang
yang telah diterima sesuai dengan akad yang
disepakati. Akad murabahah dengan surat
keterangan dimana pihak Koperasi menganggap
sebagai pengganti perjanjian akad wakalah. Dalam
proses  penandatanganan  diawali  dengan
penandatanganan akad murabahah terlebih dahulu
kemudian surat keterangan yang dianggap
pengganti akad wakalah oleh pihak koperasi secara
bersamaan.

Pembelian barang dilakukan nasabah setelah
dana dicarikan, dan tidak ada laporan kembali dari
pihak nasabah ataupun pihak koperasi menanyakan
rincian barang yang dibeli. Hal ini bisa saja
memungkinkan hal tersebut keluar dari apa yang
telah disepakati bersama. Jadi, jual beli tersebut
tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam
bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan (tadlis),
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pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab. Sebaliknya
wajib dilaksanakan denganjelas dan terang-
terangan serta tidak memasukkan syarat atau
praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak
jualbeli anatara kedua belah pihak.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Bagarah
ayat 283:2

ik g2l 1 ol Mm 1315561 5301 @0
L:Spu&) S ws;;b)b d..\:db Sp&m ;/.J.S.Jj o}’«iﬂs
yga;)ml@ﬂgdadlwgﬂldw;u&dsmlw

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya
dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis,
dan hendalah orang yang berhutang
mengimplakan (apa yang ditulis) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun dari hutangnya”.

Maksud ayat tersebut menjelaskan
bahwa orang vyang dipercaya dalam
menjalankan suatu tugas atau pekerjaan, maka

2 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2, diakses 10
Oktober 2022.
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orang tersebut harus melakukan tugas tersebut
sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya.

Dari uarian diatas dapat dilihat
ketentuan rukun murabahah dalam figih
muamalah maupun pelaksanaanya dalam
koperasi belum terpenui, baik dilihat dari
pelaksanaan murabahah pada KSPPS Berkah
Manfaat Utama, karena dalam pengadaan
barang setelah akad dilakukan antara pihak
koperasi dan nasabah, sudah tidak menjadi
urusan pihak koperasi lahi, setelah dana cair
sudah menjadi tanggungan oleh nasabah
untuk membeli barang yang diinginkan. Hal
tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam,
karena rukun jualbeli harusnya ada penjual,
pembeli dan barang yang diperjualbelikan.
Jika pihak koperasi melakukan akad sebelum
adanya pengadaan barang maka salah satu
rukunnya tidak terpenuhi, karena barang yang
diperjualbelikan belum ada, dan transaksi jual
belinya batal, maka jual belinya termasuk
pada jual beli yang dilarang dalam Islam.

4. Harga (staman)

Harga adalah sebagai alat ukur untuk
menentukan nilai suatu barang yang dijadikan objek.
Di dalam pelaksanaan akad murabahah di KSPPS
Berkah Manfaat Utama, harga barang adalah harga
perolehan pokok ditambah dengan keuntungan
pihak koperasi, dan hal ini disepakati oleh pihak
penjual dan pihak pembeli.
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5. ljab qobul (shighat)

Dalam akad murabahah yang terjadi di KSPPS

Berkah Manfaat Utama ijab gabul dilakukan dengan
cara surat menyurat yaitu dengan adanya perjanjian
akad murabahah yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak. Menurut hasil penelitian penulis di
KSPPS Berkah Manfaat Utama sesuai dengan
hukum Islam karena pihak yang berakad telah
dijelaskan dengan rinci barang dan harga yang
disepakati.

Dalam murabahah juga harus memenuhi syarat yang
telah ada dalam ketentuan, yaitu:

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan saling
ridha (sukarela).
2. Syarat objek yang diperjualbelikan:

a)

b)

Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan
Dalam praktiknya di KSPPS Berkah Manfaat
Utama melakukan akad ketika objek transaksi
belum ada, hal ini akan menjadi permasalahan
ketika dilakukan serah terima.

Objek transaksi harus berupa barang yang
diperbolehkam syara’ untuk ditansaksikan dan
dimiliki penuh oleh pemiliknya.

Dalam praktiknya di koperasi ini objek/barang
transaksi merupakan barang yang tidak
melanggar syara’, namun barang belum ada
ditangan pihak koperasi saat akad dilakukan.
Objek transaksi diserah terimakan waktu
terjadinya akad.
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Dalam praktiknya dikoperasi ini objek/barang
tidak diserah terimakan pada waktu terjadinya
akad, transaksi seperti ini dinyatakan batal.

d) Adanya kejelasan tetntang objek transaksi.
Dalam praktiknya objek transaksi diketahui
jelas oleh kedua belah pihak.

e) Objek harus suci, tidak najis dan bukan barang
najis.

Dalam praktiknya pihak koperasi telah
memenuhi ketentuan yaitu objek suci, tidak
najis dan bukan barang najis.

f) Objek yang diperjualbelikan dapat diambil

manfaatnya.
Dalam praktiknya di koperasi ini objek yang
diperjualbelikan memeiliki manfaat yang
diambil oleh nasbah, bukan merupakan barang
yang dilarang untuk diperjualbelikan.

3. Harga barang yang diperjualbelikan diketahui
olenpembeli dan penjual berikut dalam cara
pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas
dan tidak ada gharar.

Pada praktiknya di koperasi ini harga barang
disebutkan oleh pihak koperasi kepada nasabah
beserta  keuntungan yang diambil. Cara
pembayaranya tergantung dengan kesepakatan
kedua belah pihak, bisa dilakukan secara langsung
maupun angsuran.

4. Syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan gabul
a) Pihak yang berakad harus disebutkan secara

jelas dan spesifik.

b) ljab gabul harus selaras, baik dalam spesifikasi
barang maupun harga yang disepakati.
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Pada praktiknya dikoperasi telah sesuai
dengan syarat ijab gabul, karena pihak yang akad
dijelaskan dengan rinci serta barang dan harga yang
disepakati telah selaras.

Adanya pertemuan antara ijab dan qabul,
yakni ijab dan gabul dilakukan dalam satu majelis.
Satu majelis disini tidak berarti harus adana
pertemuan secara fisik dalam satu tempat, yang
terpenting kedua pihak mendengar maksud dari
kedua belah pihak, apakah akan menetapkan
kesepakatan ataupun penolakan. Dalam hal ini
diisyaratkan adanya: kesepakatan antara kedua
pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau
pembatalan dari kedua belah pihak.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah
dilakukan di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akad murabahah yang dilakukan KSPPS
Berkah Manfaat Utama yaitu nasabah melakukan
pengajuan pembiayaan kemudian dilakukan survei,
pembiayaan dilakukan menggunakan jaminan.
Dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Berkah
Manfaat Utama disalurkan dalam bentuk dana
(uang), nasabah mencari sendiri barang yang
dibutuhkan dan tidak menggunakan akad wakalah
tetapi ada tambahan surat keterangan yang dianggap
pengganti akad wakalah yang dilakukan dengan
penandatangan secara bersama, pertama dilakukan
penandatanganan akad murabahah lalu yang kedua
penandatangan surat keterangan sebagai pengganti
akad wakalah baru dilakukan pencairan dana.

2. Ditinjau dari hukum Islam, penerapan akad
murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama belum
sesuai dengan prinsip murabahah. Dilihat dari rukun
dan syarat murabahah pembiayaan ini beberapa
masih ada yang belum terpenuhi. Dimana pihak
Koperasi yang bertindak sebagai penjual barang
kepada nasabah tidak memiliki barang sebagai objek
jual beli murabahah, terlepas dari ketentuan syara’
yang telah melarang secara tegas (kecuali jualbeli
salam dan istisna). Jual beli salah satunya adalah
ketersediaan barang yang menjadi objek akad, tetapi
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dalam salah satu rukun jual beli tidak tersedia
barang, maka transaksinya tidak sah karena salah
satu rukun murabahah dalam ketersedia barang
tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir ini, ada
beberapa saran untuk pihak KSPPS Berkah Manfaat
Utama Kabupaten Sukoharjo yang menjadi objek dalam
penulisan skripsi ini:

1. Dalam oprasionalnya KSPPS Berkah Manfaat
Utama harus tetap berpegang pada prinsip syari’ah
Islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk
penghimpunan dana.

2. Bagi pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama
memperhatikan syarat pokok transaksi murabahah.
Jika menyimpang dari rukun dan syarat, maka
KSPPS Berkah Manfaat Utama telah menyimpang
apa yang ada didalam kaidah-kaidah murabahah dan
prespektif hukum Islam.

3. Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten
Sukoharjo diharapkan dapat mempertimbangkan
kembali untuk memperbaiki prosedur pembiayaan
murabahah agar sesuai dengan hukum Islam.

4. Bagi masyarakat khususnya kepada anggota
koperasi hendaknya mempelajari terlebih dahulu
setiap akad yang ingin dilakukan, memperhitungkan
antara pendapatan dan kewajiban yang ditanggung.
Harus mengetahui bagaimana peraturan yang telah
ada dan pihak nasabah diharapkan untuk
melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah
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disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian
murabahah tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa dijadikan
referensi baru dan juga perlu adanya penelitian
lanjutan terhadap penerapan akad murabahah yang
lebih detail.
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